
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenrang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Llngkungan Provinsi Jawa Tengah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

a. bahwa untuk mendorong perturnbuhan 
perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan 
perbankan kepada masyarakaL secara transparan 
dan akuntabel guna mewujudkan sistem tata kelola 
perusahaan yang baik, diperlukan peningkatan 
profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik 
Daerah yang kbususnya bergcrak di bidang 
perbankan; 

b. babwa berdasarkan Pasal 402 Ondang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah dan Pasal 139 Peraturan 
Pemerin tah Nomor 54 Tahun 201 7 tentang Bad an 
Usaba Milik Daerah, maka perlu adanya 
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten 
JeparaNomor 4 Tahun 2012 tentang Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha, dan ditinjau 
kembali guna mewujudkan tata kelola perusahaan 
yang baik: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah i:entang Perseroan Terbatas Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Jepa:raArtha; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT 
BANK JEPARA ARTHA 

TENTANG 

BUPATI JEPARA 
PROVINSl JAWA TENGAH 

Pll:RATURAN DAERAHKABUPATEN JEPARA 
NOMOR 10 TAHUN 2018 

Mengingat: 

Menimbang: 



8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 15 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturaa 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor l O Tahun 1998 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 3790); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahua 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 teatang 
Pemerintahaa Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 
Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia 
Nomor 6173); 
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Dalam Peraruran Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan 

Dacrahyang mernirnpin pelaksaoaao urusan pemerintaban yang menjadi 
kewenangan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerab yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pernerintah Daerah. 

5. Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkal BUMD adalah badao 
usaha yang selurub atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dae rah. 

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengao 
oama lain adalah Perda KabupatenJepara. 

7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah 
BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham 
yang selurubnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya 
dimiliki oleh daerah. 

8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkal PT adalah badan hukum yang 
merupakao persekutuan modal, didirlkan berdasarkan perjanjian, melakukan 
kegiatao usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 
memenubi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan, Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 

9. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya dlsingkat BPR adalah bank yang 
mela.ksanakan kegiatan usaha seoara konvensional yang dala:m kegiatannya 
tida.k rnemberikan jasa daJam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud 
dala:m Uodang-Undang tentang Perbankan. 

Pasal l 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK 
PERKREDITAN RAKYAT BANK JEPARA ARTHA. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI JEPARA 

Dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR KABUPATEN JEPARA 

Dengan Persetujuan Bersa.ma 
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10. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artba yang 
selanjutnya disingkat PD BPR Bank Jepara Artha adalah Perusahaao Daerah 
yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara melalui 
penyertaan modal secara Jangsung yang berasaJ dari kekayaan yang 
dipisahkan. 

11. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha yang 
selanjutnya disingkat PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) adalah 
PerseroanTerbatas yang modalnya terbagi dalarn saham, yang seluruhnya 100% 
[seratus persen) sabamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten .Jepara. 

12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ 
PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala 
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. 

13. Dewan Komisaris adalab Organ PT yang bertugas melakukan pengawasandan 
memberikan nasihat kepada Direksi daJam menjalankan kegiatan pengurusan 
Pf. 

14. Direksi adalah Organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 
ataspengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, serta mewakili PT baik 
didalam maupun diluar pengadilan sesual dengan ketentuan yang berlaku. 

15. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusabaan yang 
memuat antara lain janji atau pemyataan anggota Komisaris dan anggota 
Direksi untuk memenuhi target yang dltetapkan oleh RUPS. 

16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang seJanjutnya disingkat UKK adalab proses 
untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat 
sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi. 

17. Lembaga ProfesionaJ adalah Sadan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian 
untuk melakukan proses penilaian, mempunyai Lisensi atau sertifikasi apabila 
dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasl balk, 
untuk melakukan proses penilaian terhadap BakaJ Calon Anggoca Komisaris 
dan Baka! Calon Anggota Direksi. 

18. BakaJ Calon Anggota Dewan Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar 
mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Komisaris dan mengikuti proses 
penjaringan. 

19. Sakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar 
menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjaringan. 

20. Calon Anggota Dewan Komisaris adalah nama-narna yang telah mengikuti UKK. 
21. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 
22. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibenruk untuk melakukan seleksi Baka! 

Calon Anggota Dewan Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai 
pengangkatan oleb RUPS. 

23. Sabam adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. BPR 
Bank Jepara Artha (Perseroda). 

24. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT atau Perseroda yang 
ditetapkan dalam PeraturanDaerah. 

25. Modal Disetor adalah .sejurnlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleb 
Pernerintah Daerah. 



Bentuk badan hukurn BPR Bank Jepara Artha adalab Perseroan Terbatas 
(Perseroda). 

Pasal 3 

Dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai 
pengganti nama PD. BPR Bank Jepara Artha yang dibentuk dengan Peraruran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tabun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha. 

Pasal 2 

BAB II 
NAMA, BENTUK RUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

26. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham Pemerintab Daerah kepada 
PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang dananya bersumber dari APBD. 

27. Laba bersih adalah laba PT atau Perseroda setelab dikurangi pajak, 
28. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalab komitmen PT atau Perseroda 

untuk berperanserta dalarn pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, balk bagi 
PT atau Perseroda, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 

29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau 
lebihuntuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang 
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari P.T yang menggabungkan diri beralih 
karena hukurn kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya 
status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 

30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih 
untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena 
hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status 
badanbukum Pl' yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 

31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum 
atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan 
beralihnya pengendalian atas PT tersebut, 

32. Kantor Pusat adalah kantor PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang 
berkedudukan di ibukota Kabupaten Jepara. 

33. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang 
secara langsung bertanggungjawab kepada Kantor Pusat PT. BPR Bank Jepara 
Artha (Perseroda). 

34. Kantor Kas yaitu kantor PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang rnelakukan 
pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu 
kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas 
tersebut melakukan usahanya. 
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b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat 
daerab, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil 
dan menengah; 

c. melakukan kerjasama dengao lembaga keuangan dan lembaga lainnya; 

Kegiatan usaha PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) meliputi: 

a. menghimpun dana dari pemerintab dan masyarakat dalam bentuk simpanan, 
berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk Jaianya yang 
dipersamakan; 

Pasal 8 

BAB IV 
KEGIATAN USAHA 

Tujuan pendirian PT. BPR Bank .Jepara Artha (Perseroda) yaitu: 
a. memberikan manfaat bagi perkernbangan perekonomian Daerah; 
b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; 
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, 

dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan peruadang-undangan; 
d. mengelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang balk; dan 
e. mengoptimalkan kontribusi PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai salah 

satu sumber pendapatan asli daerah. 

Pasal 7 

Maksud pendirian PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) untuk mendorong 
pertumbuhan perekonornian Daerah. 

Pasal 6 

PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. 

Pasal 5 

BAB Ill 
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) PT. BPR Bank Jepara Artha [Perseroda] berkedudukan dan berkantor pusat di 
Ibukota Kabupaten Jepara. 

(2) PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan 
Kantor Kas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku 

Pasal 4 
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(1) Modal yang telah disetor penuh oleh Pemerintah Kabupaten Jepara kepada 
PI'.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) pada saat diterbitkannya Peraturan 
Daerah ini adalah sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima 
ratus juta rupiah); 

(2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana Pasal 10, dilaksanakan secara bertahap 
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Pasal 12 

Modal dasar PI'.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 10 dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sebesar 100% (seratus 
persen]. 

Pasal 11 

Modal dasar PT.BPR Bank -Jepara Artha (Perseroda) ditetapkan sebesar 
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). 

Pasal 10 

Bagian Kesatu 
Modal Dasar 

BABY 
MODAL DAN SAHAM 

(1) PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan 
kantor cabang dan .kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesual 
denganketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT.BPR Bank Jepara Artba 
(Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kctentuan 
peraturan peruadang-undangan. 

Pasal 9 

d. rnenempatkan dananya pada lernbaga keuangan dan lembaga lainnya; 

e. membantu pernerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk 
program dan kegiatan sesuai deagan ketenruan peraturan perundang-undangan; 

f. membantu pemerintah desa melaksanakaa fungsi pemegang kas desa dan 
sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketenruan peraturan 
perundang-uadangan;dan 

g. rnenjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan lretentuan peraturan 
perundang-undangan. 



(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda) ditujukan untuk memenubi modal. 

(2) Besaran modal dao penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal pernerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal 
melebihi jumlab penyertaan modal yang telah clitetapkan dalam Peraturan 
Daerab tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Perda tentang 
penyertaan modal yang berkenaan. 

Pasal 16 

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf 
a ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendirl. 

(2) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPR Bank Jepara Artha dilakukan 
unruk: 
a. pendirian; dan 
b. penambahan modal. 

(3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. 
(4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai r'iil pada saat barang rnilik 

daerah clijadikan penyertaan modal. 
(5) Nilai rill sebagaimaoa dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan 

penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 15 

Modal PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan 
modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, rnernpakan 
batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda). 

Pasal 14 

(1) Sumber modal PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) terdiri at.as: 
a. penyertaan modal Daerah; 
b. hibah; dan 
c. sumber modal lainnya. 

(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) huruf c, rneliputi: 
a. kapitalisasi cadangan; 
b. keuntungan revaluasi asset; dan 
c. agio saham. 

(3) Sumber modal PT. BPR Bank Jepara Artha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2) diatur sesuai dengan ketenruan peraturao perundang-undangan 

Pasal 13 

(3) Tata cara penyetoran modal oleh pemegang saham cliatur sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



Organ PT.BPR Bank Jepara Artba (Perseroda) terdiri atas: 

a. RUPS; 
b. Dewan Komisaris; dan 
c. Direksi. 

Pasal 20 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB VI 

ORGAN PT. BPR BANK JEPARA ARTFIA (PERSERODA) 

(1) Pemegang Saham PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)adalah Pemerintah 
Daerah. 

(2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah 
Daerah sebesar 100% (seratus persen). 

(3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam RUPS sesuai denganketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 19 

Bagian Kedua 
Saham 

Dalam bal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 13 ayac (2) diputuskan oleb RUPS. 

Pasal 18 

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambaban modal PT. BPR Bank 
Jepara Artha (Perseroda) dilakukan untuk: 

a. pengembangan usaha; 
b. penguatan struktur permodalan; atau 

c. penugasan Pemerintah Daerah 

(2) Penyertaan modal Daerab untuk penambaban modal PL BPR Bank Jepara 
Artha (Perseroda) sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah 
dilakukan analisis investasi oleh Pernerintah Daerah dan tersedianya rencana 
blsnis. 

Pasal 17 
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Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b tercliri dari unsur 
independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peruodang 
undangan. 

Pasal 23 

Bagian Ketiga 

Dewan Kornisaris 

(1) Bupati rnewaklli Daerab selaku pemegang saham dalam RUPS. 
(2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat 

Pemerintab Daerahyang dirunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham 
dalamRUPS. 

Pasal22 

(lJ RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan 
yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 

(2} RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. 
(3) RUPS Tahunan sebagaimaoa climaksud pada ayac (2) wajib dilaksanakan paling 

lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. 
(4) RUPS Lua.r Biasa sebagaimana climaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan 

setiap waktu berdasa.rkan kebutuhao mendesakuntuk kepentingao PT. BPR 
Bank Jepara Artha (Perseroda). 

(5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang sabaro 
berhak rnemperoleh keteraogan yang berkaitan dengan PT. BPR Bank Jepara 
Artha (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepaojaog 
berhubungan dengan mate acara rapat dao tidak bertentangao dengan 
kepentingan PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). 

(6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengao 
memperhatikan peraturan perundang-undangan. 

(7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana climaksud pada ayat 6,maka 
pengambilao keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang sabam pengendali 
yang diwakili oleh Bupati. 

(8) Ketentuan lebih laojut mengenai kedudukanRUPS diatur dalam Anggaran 
Dasar sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 21 

Bagian Kedua 
RUPS 
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Untuk clapat diangkat sebagai Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud daJam 
Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi syaratyang meliputi: 

a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, Integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang 

baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 
perusahaan; 

c. komperensi; 

Pasal 26 

(4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokurnen paling sedikit terdiri atas: 
a. rencana bisnis; 
b. laporan keuangan; 
c. laporan basil pengawasan; 
d. kontrak kinerja; dan 
e. risaJah rapat clan kertas kerja. 

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) 
tahun dan dapat diangkat kernbali untuk l (satu) kali rnasajabatan. 

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diJakukan 
bagi anggota Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas 
dengan balk selama masa jabatannya. 

(3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit terhadap: 

a. pelaksanaan pengawasan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); 
b. pemberian masukan dan saran atas -pengeloJaan PT. BPR Bank 

Jepara Artha (Perseroda); 
c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; 
d. antisipasi dan/ atau minimaJisasi terjadinya kecurangan; dan 
e. peroenuhan target daJam kontrakkinerja. 

PasaJ 25 

( 1) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. 
(2) Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapk.an oleb RUPS. 
(3) Jumlah anggota Dewan Komisarispaling sedildt berjumlah 2 (dua] orang clan 

paling banyak sama dengan jumlah anggota Dlreksi, yang saJah satu 
diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. 

(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas kepucusan, 
pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Bank Jepara Artha 
[Perseroda). 

Pasal 24 



(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi: 

a. rnerniliki akhlak dan moral yang baik; 

b. rnerniliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR 

Bank Jepara Artha (Perseroda] yang sehat; dan 

d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus. 
(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, 

meliputi: 

a. memiliki pengetabuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan 
denganjabatannya; 

b. rnerniliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahuo; dan 

c. memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku berupa sertifikat profesi 
terkait dengao unit kompetensi bagi Dewan Komisaris yang dikeluarkan oleb 
Lembaga Sertifikasi Profesi. 

(3) Dalam ha! pengalaman di bidang perbankan sebagairoana dimaksud pada ayat 
(2) buruf b, tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengao 50% 
(lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang merniliki 
pengalaman di bidang perbankan dan aoggota Dewan Komisaris lainnya dapat 
memiliki pengalaman bidang lainnya. 

(4) Persyaratao reputasi keuangan sebagairoana dimaksud dalam Pasal 26 buruf d 
rneliputi: 

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dao 

Pasal27 

g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 

h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu]; 
1. berusia paling tinggi 60 (enam puluh] tahun pada saat rnendaftar pertama kali; 

j. tidak pernah dinyatakan pailit; 

.k, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggol.a Dewan Komisaris yang 
dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan 
pailit; 

I. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

m. tidak sedang menjadi pengurus partal politik, calon Kepala Daerah atau calon 
Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatiI. 

d. reputasi keuangan yang baik; 

e. memabami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi 
manajemen; 
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(1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris 
dilaksanakan oleh Bupati. 

(2) Proses pemllihan anggota Dewan Komisaris dilakukan rnelalui seleksi. 

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan 
seleks.i administrasi, uji kelayakan dan keparutan, dan wawancara akhir, serta 
diumurnkan melalui media. 

(4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 
mernenuhi paling sedikil persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf h sampai dengan huruf m. 

(5) Penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi : 

a. pcngalaman mengelola perusahaan; 

b.keablian; 
c. integritas dan etika; 

d.kepemimpinan; 
e. pemabaman atas penyelenggaraan Pemerintaban Daerah; dan 

f. memiliki kemauan yang lruat dan dedikasi tinggi. 
(6) Bupati rnelaksanakan tahapan wawancara akhir terbadap calon anggota Dewan 

Ko mi saris. 
(7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilak:uksn oleh Bupati 

sebelum diajukan calon kepads Otoritas Jasa Keuangan. 

Pasal 29 

(1) Anggota Dewan Komisarls dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan: 
a. anggota Dewan Kornisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua 

termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; 
dan 

b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak. dan suami/istri, 
mertua, menantu, dan saudara kandung 

(2) Anggota Dewan Komisarls dllarang mempunyai kepentingan pribadi langsung 
atau tidak langsung pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) 

(3) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung 
atau tidak langsung pada badanhukum atau perorangan yang diberi kredil oleh 
PT. BPR Bank Jepara Artha [Perseroda) 

Pasal 28 

b. tidak pernah dinyatakan pailit arau menjadi anggota Dewan Kornisaris yang 
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, 
dalam waktu 5 (Lima) tahun sebelum dicalonkan. 
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Keputusan pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Bupati disampaikan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
ditetapkan, 

PasaJ 33 

(1) Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris oleh Bupati kepada Otoritas Jasa 
Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh] hari sebelum masa 
jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir, 

(2) Tata cara pengajuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan Otoritas Jasa Kcuangan. 

Pasal 32 

(2) Pengangkatao anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak bersamaan wakrunya dengan pengaogkatan anggota Direksi, kecuali 
uotuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. 

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud daJam Pasal 29 tidak 
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinilai 
marnpu melaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya. 

(4) Dalarn bal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja. 

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana diroaksud pada ayat (4) 
dilakukan sebelum pengangkatao kembali sebagai anggota Dewan Komisaris. 

(1) Calon anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan luJus seleksi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 29 ayat (8) wajib 
menaodatangaoi kootrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan 
Komisaris. 

Pasal 31 

(1) Anggota Dewan Komisaris baoya dapat merangkap jabatan sebagai aoggota 
Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah. 

(2) Bupati dan Wakil Bupati dilaraogmcnjabat sebagai Dewan Komisaris. 

Pasal 30 

(8) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimaoa 
dimaksud pada ayat (4), (SJ, dao (6) dinyatakao lulus seleksi nntuk diajukao 
caloo kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

(9) Biaya penyelenggaraao seleksi aoggota Dewan Komisaris ctibebankao pada 
Anggaran Peodapatan dan Belanja Daerah atau PT. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda). 
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(1) Dewan Komis-aris dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya bertanggung 
jawab kepada Bupati. 

Pasal 36 

Dewan Komisaris mempunyai wewenang antara lain: 
a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), reocana bisnis PT. BPR Bank 

Jepara Artha (Perseroda) sebelum diserahkan kepada Bupati uotuk 
mendapatkan pengesahan; 

b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi uotuk 
meodapat pengesahan Bupati; 

c. memberikan pertimbangan dan saran, dirninta atau tidak dirninta kepada 
Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Bank Jepara Artba 
(Perseroda) ; 

d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); 

e. merninta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); 

f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan 
pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati; dan 

g. menuojuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan rugas tertentu. 

Pasal35 

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 
pengurusan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: 

a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan 
b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut basil pemeriksaan Otoritas Jasa 

Keuangan dan Iernbaga pemeriksa lainnya, 

(3) Dewan Komisaris wajib: 
a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan 
b. mernbuat. dan memelibara risalah rapat, 

(4) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara: 

a. periodlk sesuai deogan jadwal yang telah ditenrukan; dan 

b. sewakru-waktu sesuai dengan kebutuhan. 

( l) Dewan Komisaris bertugas: 

a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Bank Jepara Artba (Perseroda); 
dan 

Pasal 34 



(1) Dalam ha! jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Dewan 
Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan 
paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya 

(2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) wajib 
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling 
lama L (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. 

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana d.imaksud pada 
ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang atau 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris. 

(4) Laporan pengurusan rugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang 
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah basil audit dengan tujuan 
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publlk kepada Bupati. 

(5) Dalam hal terjacil kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, 
pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Bupati. 

Pasal 40 

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: 

a meninggal dunia; 
b. masajabatannya berakhir; atau 

c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

Pasal 39 

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk 
sekretariai atas biaya PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang 
beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang. 

(2) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayal 
(1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda). 

Pasal 38 

Dewan Komisaris wajib memberikan Iaporan secara berkala kepada Bupati dan 
Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 
satu kali dalam 6 (enam) bulan. 

Pasal 37 

(2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dila.kukan secara tertulis yang 
ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Komisaris. 
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(1) Dewan Komisaris diberikan honorarium: 
a. Ketua Dewan Komisaris, paling banyak 40% (empat puluh persen] dari 

penghasilan Direktur Utama; dan 
b. Anggota Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh, persen] dari 

honorarium ketua DewanKomisaris /Komisaris Utama. 

Pasal 44 

a. honorarium; 

b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/ atau 
d. tantiem atau insentif kinerja. 

(1) Penghasilan anggota DewanKomisaris ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

Pasal 43 

Anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS. 

Pasal 42 

(1) Dalam ha! jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena dlberhentikan 
scwaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 39 huruf c, pemberhentian 
dimaksud wajib disertai alasan pernberhentian. 

(2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
clilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan 
secara sah, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 

ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalarn tindakan kecurangan yang mengakibatka.n kerugian pada PT. 

BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), negara, dan/atau Daerah; 
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yangtelah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 
e. mengundurkan diri; 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai 

denganketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
g. tidak terpilih lagi dalam bal adanya perubaban kebijakan Pemerintah Daerah 

seperti restrukturisasi, likuidasi, akulsisi, dan pembubaran PT. BPR Bank 
J epara Artha (Perseroda). 

Pasal41 
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(1) Direksi diangkat oleh RUPS. 

(2) Jumlab anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Jumlab anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 
(dua] orang dan salah satu diantaranya .menjabat sebagai Direktur Uta ma 

PasaJ 46 

Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). 

Pasal 45 

Bagian Keempat 

Direksi 

(2) Dewan Komisaris dlberikan tunjangan: 
a. tunjangan bari raya sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Jepara Artha 

(Perseroda); clan 

b. tunjangan kesebatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesual dengan 
kemarnpuan PT BPR Bank Jepara Artba (Perseroda). 

(3) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari 
lembaga Iainnya akibat dari jabatanrrya maka Dewan Komisaris tidak 
mendapatkan tunjangan sebagaimana clima.ksud pada ayat (2) buruf b. 

(4) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling 
banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama. 

(5) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian. 
(6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba 

sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun. sebelum akhir masa 
jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen] dari yang diterlma oleb 
anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1). 

(7) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa 
jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah 
menjalankan cugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. 

(8) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) 
didasarkan atas perbitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang 
ditentukan. 

(9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiern 
memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, 
kepatutan, kewajaran dan rasionalit:as serta sesuai dengan kemampuan Pr. 
BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); 

(10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar. 
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Untuk dapat diangkat sebagai aoggota Direksi, yang bersangkutan harus 
mernenuhi syarat meliputi: 

a. sehatjasmani dan rohani; 

b. rnerniliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang 
baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan den mengembangkan 
perusahaan; 

c. kompetensi; 

d. reputasi keuangan yang baik; 

e. mernahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah: 
f. memahami manajemen perusahaan; 

g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; 

h. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu); 

L pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan 
berbadan hukum dan pernah memirnpin ti:m; 

Pasal48 

sesuai dengan ketentuan 

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali rnasa jabatan kecuali: 

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 

b. dalam ha! anggota Direksi memiliki keahlian k.husus dan/atau prestasi yang 
sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. 

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangal baik sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria: 
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis Pr. BPR Bank 

Jepara Artha (Perseroda); 
b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di a.khir periode 
kepernimpinan; 

c. seluruh hast! peagawasan sudah ditlndaklanjuti 
peraruran perundang-undangan; dan 

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja 
persen) seJama 2 (dua) periode kepemimpinan. 

Pasal47 

(4) Penenruan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektilitas pengurusan PI'. BPR Bank 
Jepara Artha (Perseroda) 

(5) Direktur Utama cliangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (4). 

(seratus sebesarl00% 
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(1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan: 
a. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk 

mertua, anak termasuk menanru, saudara kandung termasuk ipar dan 
suami/istri; dan 

Pasal 50 

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi: 

a. memiliki akhlak dan moral yang baik; 
b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang 

undangan; 
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR 

Bank .Jepara Artha (Perseroda) yang sehat; dan 

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus, 
(2) Persyaratan kompetensi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c 

meliputi: 
a. rnemiliki pengetahuandi bidang perbankan yang memadai dan reJevan dengan 

jabatannya; 
b. merniliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan 

c. memiliki sertifikasi keJulusan yang masib berlaku berupa sertifikat profesi 
terkait dengan unit kompetensi bagi Direksi yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Sertifikasi Profesi. 

(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 48 huruf d 
meliputi: 
a. tidak termasuk dalam daftar kreclit macet; dan 
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjacli a:nggota Direksi yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, daJam waktu 5 
(Lima) tahun sebelum dicaJonkan. 

Pasal49 

j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima 
pulub lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 

k, tidak pemah menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang 
dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan 
pailit; 

I. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara atau keuangan daerah; 

m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
n. tidak sedang menjacli pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon 

Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legisJatif. 
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(1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh 
Bupati, 

(2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. 
(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan 

seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir yang 
dilakukan oleh tim. 

{4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsur 
perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Komisaris 
dan Direksi, 

(5) Tim sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati. 
(6) Seleksi administrasi sebagaimaoa dimaksud pada ayat (3) sesuai persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf h sampai dengan huruf n. 

(7) Uji kelayakao dan kepatutan sebagaimana climaksud pada ayat (3) dilakukao 
oteh Bupati sebeJum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan 
indikator penilaian paling sedikit rneliputi : 

a.Pengalaman mengelola perusahaan; 

b.Keahlian; 
c. lntegritas dan etika; 

d.Kepemimpinan; 

e. Pemahaman atas penyetenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 

f. Memiliki kemauan yang lruat dao dedikasi tinggi. 
(8) Bupati rnelaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana d.imaksud 

daJam ayat (3) terhadap calon anggota Direksi. 
(9) Caton aoggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dinyatakan tutus seleksi. 
(10) Biaya penyetenggaraan seleksi anggota Direksi dibebankan pada Aoggaran 

Pendapatan dao Belanja Daerah atau PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). 
(11) Ketentuan tebib lanjut meogenai seleksi Direksi diatur dalarn Anggarao Dasar 

dan Peraturan Direksi. 

Pasal 51 

b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan 
suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung. 

(2) Direksi dilarang mempunyal kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung 
pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) , atau Badan Hukum/Perorangan 
yang dlberi kredit oleh PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). 

-z i- 



(1) Pengajuan calon anggota Direksi oleb Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan 
disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan 
anggota Direksi yang lama berakhir, 

(2) Tata cara pengajuan sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Pasal54 

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 
(2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkata.n anggota Dewan Komisaris, 
kecuali unruk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. 

Pasal 53 

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksl sebagaimana dfmaksud 
dalam Pasal 51ayat (9) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat 
sebagai anggota Direksi. 

(2) Keteotuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak 
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dioilai mampu 
melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. 

(3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling 
sedikit memeouhi kriterla: 
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis; 
b. meningkatnya op!ni audit atas laporao keuanganperusahaao atau 

mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian; 
c. seluruh basil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 

peraturan peruodang-undangan; dao 
d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja. 

(4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang 
d!maksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas: 
a. rencana bisnis; 
b. laporan keuangan; 
c. laporan basil pengawasan; dan 
d. kontrak kinerja. 

(5) Dalam bal anggota Direksi diangkat kernbali, anggota Direksi wajib 
menandatangani kontrak kinerja. 

(6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi, 

Pasal52 
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Direksi mempunyai wewenang: 

a. mengurus kekayaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); 
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha 

(Perseroda)berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Bank -Jepara Artha 
(Perseroda); 

Pasal 58 

(1) Direksi mempuayai tugas: 

a. melaksanakaa manajemen PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) meliputi: 
l] menyusun perencanaan; 

2) pengurusan/pengelolaan; dan 

3) pengawasan kegiatan operasional. 

b. menetapkan kebijakaa untuk melaksanakaa pengurusan dan pengelolaan PT. 
BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan u:mum yang 
ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 

c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda) kepada Bupati melalui Dewan Komisaris yang meliputi rencana 
bisnis di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, 
kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesaban; 

d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan basil usaha dan kegiatan 
PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); 

e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan 
Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalul Dewan Komisaris untuk 
mendapat pengesaban; dan 

I, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(2) Direksi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dapat mengadakan kerjasama 
dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda). 

Pasal 56 
(1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupatiatau Pejabat 

yang ditunjuk. 

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan oleh BupatL 

Pasal 55 
Keputusan pengangkatan anggota Direksi oleh Bupati disampaikan kepada Otoriras 
Jasa Keuangan paling lama IO (sepulub) hari kerja sejak ditetapkan, 

Pasal 57 



Pasal 60 
(1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi. 

(2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas 
Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR 
Bank Jepara Artha (Perseroda). 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing 
masiog anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraruran 
Direksi, 

Pasal 59 

(1) Pembagian tugas dan wewenang anggora Direksi ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar. 

(2) Anggota Direksi dalarn melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (lJ dan Pasal 58 bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Dewan Komisaris. 

(3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota 
Direksi. 

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda)dengan persetujuan Dewan Komisaris; 

d. mewakill PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)di daJarn dan di luar 
pengadilan; 

e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum 
tertentu mewakili PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), apabila dipandang 
perlu: 

f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati rnelalui 
Dewan Komisaris dan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang 
undangan; 

g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak 
atas aset milik PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda] yang merupakan basil 
pengelolaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berdasarkan persetujuan 
Bupati atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Kornisaris dan Direksi serta 
pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); 

i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda); dan 

J. melaksanakan wewenang lain sesuai deogan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, pemberhentian 
dimaksud wajib disertai alasan pemberhentlan. 

Pasal 63 

(1) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, anggota Direksi wajib 
menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 
(tiga) bulan sebelum berakhir rnasajabatannya. 

(2) Aoggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapockan sisa 
pela.ksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) 
bulan setelah berakhir masajabatannya. 

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas a.khir masa jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan 
rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertirnbangan Bupatl untuk 
roemperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. 

(5) Laporan pengurusan rugas akhir roasa jabatan anggota Direksi yang berakhir 
rnasa jabatannya dlla.ksanakan setelah hasil audit deogan tujuan tertentu atau 
audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati. 

Pasal 62 

Keanggotaan Direksi berakhir apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatannya berakhir; atau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

Pasal 61 

(4) Apabila semua anggota Direksi terpa.ksa tida.k berada di tempat/berhalangan 
lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk l fsatu] orang Pejabat 
Struktural PT. BPR Bank Jepara Artha [Perseroda) sebagal pelaksana tugas 
Direksi, 

(5) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan 
diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada Bupati. 

(6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 
15 (lima belas] hari. 



(2) Dewan Komisaris dapat meounjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Jepara 
Artha (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan rugas Direksi sampai dengan 
pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (eoam) bulan. 

(3) Dalarn hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi clan seluruh 
anggota Dewan Komisaris, pengurusan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) 
dilaksanakan oleh Bupati. 

(4) Bupati dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Jepara Artha 
(PerserodaJ untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bank 
Jepara Artha (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan 
Komisaris dan anggota Direksi defmitif paling lama 6 (enam) bulan. 

(5) Pelaksana rugas pengurusan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dilaraog: 

a. melakukan peojualao dan pelepasan aset PT. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda) ; 

b. mengubah corporate plan/rencana bisnis tanpa persetujuan Bupati melalui 
Dewan Komisaris; 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan 
tugas peogurusan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)dilaksanakan oleh 
Dewan Komisaris. 

Pasal 65 

Direksi PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) diangkal dan diberhentikan oleh 
Bupati. 

Pasal 64 

(2) Pernberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan 
apabila berdasa.rkan data dan infonnasi yang dapat dibuktikan secara sah, 
anggota Direksi yang bersanglrulan: 

a. tidak dapat melaksanakan rugas: 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 

ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, 

negara, dao/arau Daerah; 
d. dioyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

e. mengundurkan diri; 
[. tidak lagi memenuhl persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerab 

dalam hal restrukturisasi, lilruidasi, akulsisi, dan pembubaran PT. BPR Bank 
Jepara Artha (Perseroda) 



(1) Anggota Direksi.diberikan penghasilan yang meliputi: 

a. gaji pokok yang besamya: 
1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima] kali gaji pokok tertinggi 

pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan 
2) Anggota Direksi rnaaing-rnasing paling banyak 80% (delapan puluh persen) 

dari gaji pokok yang diterima oleb Direktur Utama. 
b. tunjangan kinerja sesuai dengan kernampuan PT. BPR Bank Jepara Artha 

(Perseroda); 

c. tunjangan istri/suami dan anak; 
d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; 
e. tunjangan kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan 

yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. 
BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) ; dan 

f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Pr. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda). 

(2) Fasilitas rurnah dinas lengkap dengao perabotan standar atau pengganti sewa 
rurnah sesuai dengao keroampuan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). 

(3) Fasilitas kendaraan dinas atau penggaoti sewa kendaraan sesuai dengan 
kemampuanP1'. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). 

Pasal 67 

(ll Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Penghasilan Direksi sebagairoana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. gaji; 
b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan / atau 
d. tantiem atau insentif pekerjaan 

Pasa166 

c. mengubah anggaran tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Kornisaris; 
d. menambah atau mengurangi pegawal tanpa persetujuan Bupati melalui 

Dewan Komisaris; 
e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan 

Komisaris; dan 
f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan 

Komisaris. 
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(1) Anggota Direksi mernpcroleh hak cuti meliputi: 
a. cuti tabunan diberikan selama 12 (dua belas] hari kerja; 
b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; 

c. cuti kawin; 

d. cuti sakit; 
e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan 

f. cuti karena alasan penting. 
(2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidal< 

diambil, kepada Direksi cliberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 
(dua) kali penghasilan bulan terakhir. 

Pasal 70 

Pemberian besaran penghasilao, jasa pengabclian dan uang tantiem didasarkan 
pada prinslp kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT. BPR Bank Jepara 
Artha (Perseroda). 

Pasal 69 

(l) Jasa pengabdian. sebagairnana climaksud dalam Pasal 67 ayat (7) sebesar 5% 
(lima persen) dihitung darl laba sebelum clipotong pajak setelah diaudit dari 
tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbanclingan anggota Direksi 
mendapat 80% (delapan pulub persen) dari Direktur Utama. 

(2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya 
berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling seclikit 1 (satu) tahun 
dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% 
(lima persen] dihitung dari Laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari 
tahun sebelwn tugasnya berakhir. 

Pasal68 

(4) Setiap bulan Direktur Utama dapat cliberlkan dana penunjang operasional yang 
besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipenanggungjawabkan secara 
rill. 

(5) Dana representasi yang besamya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) 
dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang lalu dan penggunaannya 
diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT. BPR 
Bank Jepara Artha (Perseroda). 

(6) Penggunaan dana representatif sebagairnana dimaksud pada ayat (5) 
dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integrltas. 

(7) Anggota Direksi setiap akhir rnasa jabatan diberikan uangjasa pengabclian. 



(1) Pegawai PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) memperoleh penghasilan yang 
adil danJayak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja. 

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda) sesuai dengao rencaoa bisnis PT. BPR Bank Jepara Artba 
(Perseroda) 

(3) Penghasilan pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) terdiri acas: 

Pasal 74 

Pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) merupakan pekerja PT. BPR Bank 
Jepara Artba (Perseroda) yang pengangkatan, pernberhentian, kedudukan, bak, 
clan kewajibaonya ditetapkan berdasarkan perjanjian kcrja sesuai dengan 
ketenruan peraturan perundang-uodangao mengenai ketenagakerjaan. 

Pasal 73 

BABVll 

PEOAWAJ 

Rapat tahunan sebagaimana diroaksud dalam Pasal 7layat (2) huruf a dapat 
diselenggarakan: 

a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undaogao Ketua 
Dewan Komisaris; atau 

b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaao 
Direksi. 

Pasal 72 

(1) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan .rapat dalam pengernbangan usaha 
dan pengelolaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) 

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. rapat tahunan; 
b. rapat persetujuan rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); clan 

c. rapat Juar biasa. 

Bagian Kelima 
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 

Pasal 71 

(3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana diroaksud pada ayat (l) 
tetap diberikan penghasilan penuh. 



(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artba 
(Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tabun. 

(2) Rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. evaluasi basil rencana bisnis sebelumnya; 
b. kondisi PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) saat ini; 
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; 
d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja; 
e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder); 
f. proyeksi Keuangan; dan 

Bagian Kesatu 

Perencanaan 

BAB VIII 

PERENCANAAN DAN PELAPORAN 

Pegawai .PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) clilarang menjadi pengurus partai 
politik. 

Pasal 77 

(2) PT. BPR Bank Jepara Artba (Perseroda)mengalokasikan biaya untuk 
pengembangan kapasitas sumber daya manusiaPT. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda)sebesar minimal 5 % (lima persen) dari total biaya tenaga kerja tabun 
sebelumnya. 

(1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai,PT. BPR Bank Jepara Artba 
(Perseroda)melaksanakan program peningkatan kapasitas surnber daya 
manusia. 

PasaJ 76 

PT. BPR Bank Jepara Artba (Perseroda) mengikutsertakan pegawai PT. BPR Bank 
Jepara Artha [Perseroda } pada program jaminan kesebatan, jaminan hari tua, dan 
jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 75 

a. gaji; 

b. runjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan. 

Pasal 78 



( l) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan. 

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati. 

Pasal 81 

Bagian Kedua 
Pelaporan 

(1) Dalam ha! sampai dengan permulaan tahun buku, Bupatitidak memberikan 
pengesahan, rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) 
dinyatakan berlaku. 

(2) Perubahan rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) 
dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati. 

(3) Rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang telah 
mendapat pengesahan Bupatidisampaikan kepada Pimpinan Otorltas Jasa 
Keuangan. 

(4) Pelaksanaanrencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi. 

Pasal 80 

(3) Rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang telah 
ditandatangani bersama Dewan Komisarisdisampaikan kepada Bupatiuntuk 
mendapatkan pengesahan. 

(2) Rencana bisnis Tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. rencana rinci rencana bisnis tahunan; dan 
b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati. 

(1) Direksi PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) wajib menyusun rencana bisnis 
tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT. BPR 
Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. 

(4) Rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja. 

Pasal 79 

(3) Rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan 
kepada Bupatiuntuk mendapatkan pengesahan, 

g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkuogan/corporate 
social responsibility. 
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(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. laporan keuangan; 

Pasal 84 

(1) Direksi membuat laporan tabunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 82 ayat (5) disampalkan kepada: 

a. Bupati;dan 
b. Pirnpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat. 

(2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan 
laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Bank 
.Jepara Artha (Perseroda) 

Pasal 83 

(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dao laporan 
tahunan. 

(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagalmana dirnaksud pada ayat (1) 
terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang 
disampaikan kepada Dewan Komisaris. 

(3) Laporan tabunan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan 
keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani 
bersama Direksi dan Dewan Komisaris. 

(4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) disampaikan kepada BupatL 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh 
Bupatipaling lama dalam waktu 30 (tiga puluh] hari kerja setelah diterirna. 

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 
(lima belas) hari. kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Bupati. 

(7) Dalam ha! terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara 
tertutis. 

Pasal 82 

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 
30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. 

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) disampaikao paling 
lama 90 (sernbilan puluh) har.i kerja setelah tahun buku Pf. BPR Bank Jepara 
Artha ditutup. 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disabkan oleh Bupati. 

(6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandacangani laporan tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara 
tertulis. 



(3) Laba bersih PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) setelah dikurangi pajak 
yang telah disahkan oleh RUPS melipuri: 
a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (Lima puluh 

Hrna persen); 
b. cadangan umum 10% (sepuluh persen); 
c. cadangan tujuan 10 % (sepuluh persen) 
d. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ corporate social responsibility 3%(tiga 

persen); 
e. tantiem 4% (empat persen); 
f. jasa produksi 8% (delapan persen); dan 
g. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen). 

(4) Bagian Jaba untuk daerah/ deviden untuk pemegang saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau 
deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(1) Tahun buku PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) disamakan dengan tahun 
takwirn. 

(2) Penggunaan laba PT. BPR Bank Jepara Artha [Perseroda] diatur dalarn anggaran 
dasar. 

BABIX 
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA 

(3) Laporan sebagaimana climaksud dalam ayat (1) huruf b sarnpai dengan huruf g, 
merupakan laporan manajemen. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 
memuat: 
a. neraca akhir tahun buka yang baru lampau dalam perbandingan dengan 

tahun buku sebelum:nya; 
b. Japoran laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; 
c. laporan arus kas; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 

b. Laporan mengenai kegiatan PT. BPR BankJepara Artha [Perseroda]; 
c. Iaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan llngkungan/corporate social 

responsibility; 
d, rincian rnasalah yang timbul seJama tahun buku yang mempengaruhl 

kegiatan usaha PT Bank Jepara Artha (Perseroda); 
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan 

Komisaris seJama tahun buku yang baru lampau; 
f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan 
g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru 

lampau. 

Pasal 85 



(1) Pernbubaran Pl'. BPR Bank Jepara Artba (Perseroda) dapat terjadi karena: 
a. tidak mampu beroperasi lagi; 
b. berada dibawah pengawasan kbusus Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 
c. atas permintaan pemegang saham. 

(2) Dalam hal terjadi pembubaran Pl'.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang 
dilakukan oleh likuidator. 

(3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada .ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat {l) dia:tur dalam Anggaran Dasar. 

Pasal 88 

BABXI 
PEMBUBARAN DAN LlKUIDASf 

Pl'. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan/ corporate social responsibility sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

Pasa.187 

(1) PT. BPR Bank Jepa:ra Artha (Perseroda) dapal melakukan kerjasama dengan 
lembaga keuangan, lembaga keuangan rnikro dan lembaga lainnya. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (L) antara lain dilakukan rnelalui 
program: 
a. kernitraan; 
b.kerjasama operasi (joint operation); dan 
c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

undangan. 

Pasal 86 

BABX 
KERJA SAMA 

(5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan Lingkungan/corporate social 
responsibility, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c, buruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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.,.- ••• KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 10. 

URAN DAERAH.KABUPATEN JEPARA PROVlNSI JAWA TENGAH: NOREG. PE 
(10/2018). 

SEKERTARIS DAERAH KABUPATENJEPARA, 

Diundangkan di Jepara. 
pada tanggal 17 Oktober 2018. 

Ditetapkan di Jepara. 
pada tanggal 17 Oktober 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ka bu paten Jepara. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal91 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 4- Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
.Jepara Artha (Lembaran Daerah Kahupaten Jepara Tahun 2012 Nornor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), dicabut dan dinyarakan 
tidak berlaku. 

(1) Segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, rencana bisnis clan 
anggaran, penyertaan modal, seluruh Keputusan, kerjasama, dokumen 
perizinan, perbuatan hukum Direktur, aset dan kepegawaian dari Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha menjadl beralih kepada PT.BPR Bank 
Jepara Artha [Perseroda] 

(2) Dewan Komisaris dan Dlreksi yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini 
diundangkan dan masih melaksanakan tugas dan kewenangannya, 
diperhitungkan sebagai masa jabatao yang pertama dan menjalankan tugas 
sampai dengan masa jabatan berakhir, 

BABXI1I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 90 

BAB XII 
ATURAN PERALTHAN 

Pasal 89 

) Ofif- UQI 



Seiring dengan adanya peluaog secara normatif dalam ketentuan Pasal 402 ayat 
(2) Undang Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerah 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pernerintahan Daerah, maka dimungklokao adanya pergeseran bentuk 

PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai bagian dari lembaga -perbankan 
pada umumoya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk 
menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus 
pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha 
rnikro, kecil dan rnenengah. Sebagai salah satu BUMD, PT. BPR Bank Jepara 
Artha (Perseroda) juga menunjang atau mernberi kontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan, 
Peran PT. BPR Bank Jepara Artba (Perseroda) sebagal salah satu BUMD akan 
semakin meniogkat manakala ada penguatao permodalan, penataan organ dan 
kepernilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saiog. 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu institusi yang 
dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di 
daerah. Kehadiran BUMD (PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)) 
dimaksudkan tidak banya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum 
berupa penyecliaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuban hajat 
hidup masyarakat sesuai kondlsi, karakteristik dan potensi daerah yang 
bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai 
salab satu surnber pendapacan daerab. Pada akhirnya, eksistensi dan peran PT. 
BPR Bank .Jepara Artba (Perserodal akan memberikan manfaat bagi 
perkembaogao perekonornian daerah pada umumnya dan masyarakat pada 
khususnya. 

Adanya kebijakan otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan lrepada 
masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan 
kesejahteraan masyarakal salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas 
perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu 
perkernbangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber 
pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. 

II. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR 10 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT 

BANK JEPARA ARTHA 



ill. PASAL DEMJ PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal 2 
CukupJelas 

PasaJ 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

CukupJelas 

Pasal 6 
CukupJelas 

Pasal 7 

CukupJelas 

Pasal 8 

CukupJelas 

Pasal 9 

CukupJelas 

Pasal 10 

CukupJelas 

Pasal 11 

CukupJelas 

Pasal 12 

Cukup Jelas 

Pasal 13 
Ayal (1) 
Huruf a, dan Huruf b 

Cukupjelas 

hukum BIJMD yang sernula berbentuk Perusahaan Umum Daerah menjadi 
Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroan Terbatas). Dalam kerangka itulah, 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 
berkehendak merubah bentuk badan hukum PD. BPR Bank Jepara Artha 
menjacti PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) melalui pembentukan Peraruran 
Dae rah. 

-37- 



Pasal 21 

CukupJelas 

Pasal20 
CukupJelas 

Pasal 19 
CukupJelas 

Pasal 18 
CukupJelas 

Ayat (2) 
CukupJelas 
Ayat (3) 
CukupJeJas 

Pasal 14 
CukupJelas 

Pasal 15 

Cukup Jelas 

Pasal 16 

CukupJelas 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Huruf a, dan HuruI b Cukup jelas 
Huruf c Penugasan Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Jepara 

Artha (Perseroda] harus disesuaikan dengan jenis penugasan 
Pernerintah. Daerah dan tujuan PD. BPR Bank Jepara Artha 
(Perseroda) 

Ayat (2) 
Huruf a Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah 

penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan 

Huruf b Yang dirnaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah 
selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset. 

Huruf c Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari 
penjualan saham deogan nilai nominalnya 

Yang dimaksud dengan "sumber modal lainnya" adalah 
pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau 
nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Huruf c 
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Pasal 22 

CukupJelas 

Pasal 23 

Cuk:up Jelas 
Pasal 24 

CukupJelas 

Pasal 25 

CukupJelas 

Pasal26 

CukupJelas 
Pasal 27 

CukupJelas 

Pasal 28 

CukupJelas 

Pasal 29 

CukupJelas 

Pasal 30 

CukupJelas 

Pasal 31 
Ayat (l},Ayat (2),dan Ayat (3) Cukup jelas 

Ayat (4) Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan 
kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang 
memuat antara lain janji atau pemyataan Dewan Komisaris untuk 
memenuhi target yang ditetapkan oleh pemegang saham. 

Ayat (5) Cukup jelas 

Pasal 32 

CukupJelas 

Pasal 33 

CukupJelas 

Pasal 34 

CukupJelas 

Pasal 35 

CukupJelas 

Pasa136 

CukupJelas 
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Pasal 37 

C-ukup Jelas 

Pasal38 
CukupJelas 

Pasal 39 
CukupJelas 

Pasal 40 

CukupJelas 

Pasal 41 
CukupJelas 

Pasal 42 

Cukup Jelas 

Pasal43 
CukupJelas 

Pasal 44 

Cukup Jelas 

Pasal 45 

Cukup Jelas 

Pasal 46 
CukupJelas 

Pasal 47 

CukupJelas 

Pasal 48 
CukupJelas 

Pasaal 49 
Cukup Jelas 

Pasal 50 
CukupJelas 

Pasal51 

Cukup Jelas 

Pasal 52 
Ayat (1), (2). (3), (4), (6) Cukup .Jelas 
Ayat (5) Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan 
kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang 
memuat antara lainjanji atau pemyataan Direksi unruk memenuhi target 
yang ditetapkan oleh pemegang saham 
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Pasal 53 
CukupJelas 

Pasal54 
CukupJelas 

Pasal55 
CukupJelas 

Pasal 56 
CukupJelas 

Pasal57 
CukupJelas 

Pasal 58 
Cukup Jelas 

Pasal 59 

Cukup Jelas 

Pasal60 

Cukup Jelas 

Pasal 61 
CukupJelas 

Pasal 62 
CukupJelas 

Pasal 63 
Cukup Jelas 

Pasal 64 

CukupJelas 

Pasal 65 

Cukup Jelas 

Pasal 66 
CukupJelas 

Pasal 67 
Culrup Jelas 

Pasal68 
CukupJelas 

Pasal 69 

CukupJelas 

Pasal 70 



CukupJelas 

Pasal 71 

CukupJelas 

Pasal 72 

Cukup Jelas 

Pasal 73 

CukupJelas 

Pasal 74 
Cukup Jelas 

Pasal 75 

Cukup Jelas 

Pasal 76 
Cukup Jelas 

Pasal 77 
CukupJelas 

Pasal 78 

CukupJelas 

Pasal 79 
Cuku-p Jelas 

Pasal 80 
CukupJelas 

Pasal 81 
CukupJelas 

Pasal82 
CukupJelas 

Pasal 83 
CukupJelas 

Pasal84 
Cukup Jelas 

Pasal85 
Cukup Jelas 

Pasal 86 
CukupJelas 

Pasal 87 

CukupJelas 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAB KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 . 

Pasal 88 
CukupJelas 

Pasal 89 
CulupJelas 

Pasal 90 
CukupJelas 

Pasal 91 

CukupJelas 
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